WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin, dan Daerah
Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



Menetapkan

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1
2.
3.

Daerah adalah Kota Balikpapan.

Wali Kota adalah Walikota Balikpapan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan keija, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
Daerah  sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJIMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.
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Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan.

BAB I
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026.
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan pada RPJMD.
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun
berpedoman kepada RPIJMD dan bersifat indikatif.
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan
Renja PD.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan;

b. analisis permasalahan;

c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;

d. analisis isu strategis;

e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan
sasaran dan indikator serta target kineija dalam RPIJMD;

f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran serta target kineija Perangkat Daerah;
dan

g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator Kineija, pagu
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi,
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arah kebijakan, program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPIJMD.
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB Il
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4
Sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 meliputi:
a. BABIl : PENDAHULUAN;
b. BAB Il : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

c. BAB Il : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH,;

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

e. BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,;

f. BABMV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

g. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan

h. BAB MII: PENUTUP.

Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
Kepala Bappeda Litbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi
terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari
tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.
Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-
masing.
Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda Litbang.
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BAB V
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:

a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPIMD,;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa

masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB M
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Agustus 2022
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MASTJD



Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HHIKUM

ELYZABETH E.R.l/ TORUAN



